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1
 BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan sistem negara
 federalnya resmi berakhir pada 15 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi
 Negara Kesatuan dengan sistem Parlementer.1 Sejak saat itu pula dasar negara
 Indonesia yang semula meggunakan Undang-Undang Dasar (UUD) RIS 1950
 diganti dengan Undang–Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada masa
 ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan
 persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik, sehingga
 berakibat semakin banyak partai yang bermunculan.2 Menjamurnya partai
 politik pada masa itu membuat keadaan pemerintah kedepannya menjadi tidak
 stabil
 Persaingan antar partai dalam kancah politik di Indonesia pada saat itu
 sangat jelas terasa. Masing-masing partai berlomba untuk mencapai cita-cita
 dan tujuan politiknya, hal ini memicu jatuh bangunnya kabinet yang
 memerintah di Indonesia pada masa demokrasi liberal ini. Pada masa
 demokrasi liberal sampai berakhirnya UUDS 1950, terhitung terdapat 7
 kabinet yang memerintah. Kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir (September
 1
 Era Demokrasi Parlementer di Indonesia dimulai dari tahun 1950 sampai
 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem politik yang ditandai oleh banyak partai yang kekuasaan politik berada di tangan politikus sipil yang berpusat di parlemen. Lihat B. N. Marbun. 2003. Kamus Politik. Jakarta: pustaka
 sinar harapan. hlm. 116. 2 Sunarso, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan: PKN untuk Perguruan Tinggi
 Negeri. Yogyakarta: UNY PRESS. 2006, hlm. 88.
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 1950-maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952), Kabinet
 Wilopo (April 1952- juli 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-
 1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo
 II (Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959). 3 ketujuh kabinet ini
 bergantian menduduki kursi pemerintahan hanya dalam kurun waktu Sembilan
 tahun.
 Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, kabinet pertama yang
 memimpin pemerintahan adalah Kabinet Natsir yang berasal dari partai
 Masyumi. Salah satu program kerja pemerintahannya adalah pembebasan
 Irian Barat dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di
 seluruh Indonesia. Dalam program tersebut DPRD tidak dipilih melalui
 pemilu yang bersifat langsung namun lewat badan pemilihan yang anggotanya
 berasal dari organisasi masa. Program pembentukan DPRD ini ditentang partai
 oposisi karena dianggap menguntungkan partai Masyumi.4 Akibatnya
 mayoritas anggota DPR menentangnya. Selain itu karena kekecewaan pihak
 oposisi atas sikap Kabinet Natsir yang memberikan prioritas rendah dalam
 upaya pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, Menyebabkan kabinet
 Natsir hanya mampu bertahan sekitar tujuh bulan saja.
 Jatuhnya Kabinet Natsir membawa Sukiman ke kursi parlemen dengan
 membentuk kabinet koalisi antara PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi
 3 Zulkarnaen. Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia.
 Yogyakarta: Pujangga Baru. 2012, hlm. 104. 4 A Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai
 Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011, hlm. 77.
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 dan partai-partai kecil lainnya. Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet
 Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat
 persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta
 memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya
 bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus
 penandatanganan MSA (Mutual Security Act) yang berhasil mendiskreditkan
 menteri luar negeri Ahmad Subardjo.5 Hal ini membuat Indonesia tidak
 konsisten dengan politik luar negri bebas aktif yang dijalankan dan cenderung
 memihak pada salah satu blok dalam perang dingin. Selain itu timbulnya krisis
 moral seperti korupsi, ketimpangan sosial dan hubungan antara sipil militer
 yang tidak baik semakin mempercepat jatuhnya kabinet ini. Ditambah dengan
 perjuangan pembebasan Irian Barat yang juga menemui kegagalan. Kabinet
 Sukiman–Suwiryo dimissioner pada tanggal 23 februari 1952.
 Jatuhnya Kabinet Sukiman, Indonesia kembali mengalami krisis
 pemerintahan. Dalam waktu satu tahun tentu saja program kabinet yang
 direncanakan tidak dapat terlaksana. Salah satu faktor penyebab jatuhnya
 kabinet-kabinet itu ialah adanya sepuluh partai dan beberapa fraksi dalam
 parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Masyumi dan PNI.6
 5 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia,
 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 141. 6 Mariam S. Budiardjo, Evolution Toward Parliamentary Government in
 Indonesia : Parties and Parlement, 1955, hlm.121 lihat Marwati Djoened
 Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998), Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
 hlm. 310.
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 Karenanya untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat perlu dukungan
 dari kedua partai tersebut. Dalam mengatasi keadaan sering dan mudahnya
 kabinet dijatuhkan oleh parlemen, ada saran untuk membentuk zaken7 kabinet,
 yaitu kabinet yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli pada bidangnya tanpa
 memperhitungkan keanggotaanya dalam partai.
 Pada 19 maret 1952 presiden menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai
 formatir kabinet yang baru.8 Selain berperan aktif dalam PNI, Wilopo juga
 seorang pendidik dan kolumnis. Lulusan RHS ini, lahir dan dibesarkan di
 Purworejo, Jawa Tengah. Pada 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan
 kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah
 4 orang, PSI 2 orang, Partai Khatolik Republik Indonesia (PKRI), Parkindo,
 Parindra, Partai buruh dan PSII masing-masing 1 orang dan 3 orang golongan
 tidak berpartai. Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo
 mengusahakan adanya suatu tim yang padu sebagai zaken kabinet, sehingga
 dapat secara bulat mendukung kebijakan pemerintah.9 Kabinet Wilopo
 merupakan kabinet ketiga pada periode demokrasi liberal di indonesia.
 Kabinet ini menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam menjalankan
 7 Zaken berasal dari bahasa Belanda yang berarti Bisnis. Zaken kabinet
 sendiri disini diartikan sebagai kabinet yang tidak hanya terdiri dari anggota partai
 namun juga ada anggota non partai yang turut bekerja dalam kabinet sesuai dengan bidang keahliannya.
 8 Formatur kabinet adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh
 kepala negara untuk membentuk kabinet lihat B.N. Marbun, hlm. 171. 9 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah
 Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-
 1998). Jakarta : Balai Pustaka, 2010, hlm. 311.
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 program kerjanya. Keadaan ini diperparah dengan banyaknya peristiwa-
 peristiwa yang mengancam keutuhan negara, diantaranya peristiwa 17
 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Pada tahun 1953 Kabinet ini
 demisioner.
 Penulis sangat tertarik membahas tentang Kabinet Wilopo ini. Alasan
 pertama, Kabinet ini merupakan kabinet yang terdiri dari orang-orang yang
 ahli dalam bidangnya sehingga disebut Zaken Kabinet. Kedua, ingin
 mengetahui program kerja atau kebijakan politik dalam negeri maupun luar
 negeri Kabinet Wilopo ini dalam memperbaiki stabilitas kehidupan bangsa
 dan negara. Ketiga, ingin mempelajari keadaan pemerintahan dan politik
 negara Indonesia pada masa demokrasi Parlementer terutama pada masa
 pemerintahan Kabinet Wilopo.
 B. Rumusan Masalah
 Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan Masalah dalam
 penelitian ini adalah sebagai berikut.
 1. Bagaimana latar belakang kehidupan dan karier Wilopo sebelum menjadi
 perdana menteri?
 2. Bagaimana proses terbentuknya Kabinet Wilopo tahun 1952-1953?
 3. Bagaimana program kerja pemerintahan Kabinet Wilopo dan
 pelaksanaannya tahun 1952-1953?
 4. Bagaimana akhir pemerintahan Kabinet Wilopo?
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 C. Tujuan Penelitian
 Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang terbagi
 menjadi dua yaitu sebagai berikut.
 1. Tujuan Umum
 a. Melatih daya pikir kritis, analitis, sistematis, dan obyektif dalam
 menulis karya sejarah.
 b. Memberikan tambahan referensi karya sejarah, khususnya mengenai
 sejarah indonesia pada masa Demokrasi Liberal
 c. Menumbuhkan sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara
 Indonesia.
 d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
 di Universitas Negeri Yogyakarta.
 2. Tujuan Khusus
 a. Mengetahui latar belakang kehidupan dan karier Mr. Wilopo sebelum
 menjadi perdana menteri
 b. Mengetahui proses terbentuknya Kabinet Wilopo tahun 1952-1953
 c. Mengetahui program kerja pemerintahan Kabinet Wilopo dan
 pelaksanaannya tahun 1952-1953
 d. Mengetahhui akhir pemerintahan Kabinet Wilopo
 D. Manfaat Penelitian
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembacanya
 maupun bagi penulis sendiri sebagai berikut.
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 1. Bagi Pembaca
 a Menumbuhkan minat baca dan minat belajar mengenai sistem
 pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer.
 b Memperluas wawasan kesejarahan bagi pembaca terutama yang terkait
 dengan Sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal khususnya
 tentang sejarah perjalanan Kabinet Wilopo tahun 1952-1953.
 c Penelitian skripsi ini diharapakan dapat menambah referensi untuk
 penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
 2. Bagi Penulis
 a Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari
 Universitas Negeri Yogyakarta.
 b Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Sejarah
 Indonesia, khususnya mengenai Indonesia pada masa Kabinet Wilopo
 tahun 1952-19593 beserta program kerjanya.
 c Memahami proses penelitian sejarah serta penulisannya sehingga
 mampu merekonstruksi peristiwa tersebut.
 E. Kajian Pustaka
 Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang
 menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Penelitian bisa hanya
 menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-
 duanya. Melalui kajian pustaka inilah penulis mendapatkan sumber-sumber
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 atau literature yang dapat digunakan sebagai sumber penunjang dalam
 penulisan skripsi ini.
 Rumusan masalah yang pertama adalah latar belakang kehidupan
 Wilopo. Latar belakang kehidupan Wilopo akan dikaji melalui karya panitia
 peringatan 70 tahun Wilopo yang berjudul Wilopo 70 Tahun terbitan Penerbit
 Gunung Agung tahun 1979. Dalam buku ini menjelaskan tentang latar
 Belakang keluarga Wilopo, masa kecil wilopo sampai ia tidak berkiprah lagi
 dalam dunia politik. Wilopo adalah anak dari Soedjono Soerodirjo namun
 sebelumnya ia diasuh oleh Pak Mantri Guru Prawirodiharjo kakak ipar dari
 Soedjono Soerodirjo, sehingga mulanya ia menganggap bahwa Pak Mantri
 Guru adalah ayah kandungnya. Wilopo berasal dari keluarga yang sederhana.
 Pendidikan dasarnya dimulai dari sekolah Belanda, yaitu HIS ( Hollands
 Inlandse School).10 Pamannya atau yang saat itu dianggap sebagai ayahnya
 ingin agar wilopo menjadi Pamong Praja Pribumi sehingga ia harus
 melanjutkan sekolah ke OSVIA (Opleidings School Voor Inllandse
 Ambtenaren).
 Awalnya wilopo menerima keinginan ayahnya tersebut namun karena
 ajakan dari sepupunya Soediro untuk melanjutkan sekolah ke MULO (Meer
 10 HIS (Hollands Inlandse School) didirikan pada tahun 1894 dengan
 nama sekolah kelas satu. Sekolah ini ditujukan untuk anak aristokrasi dan orang berada (priayi) indonesia. pada tahun 1914 sekolah kelas satu ini berganti nama
 menjadi HIS. Sekolah ini setara dengan sekolah dasar sekarang ini. Lihat S. Nasution sejarah Pendidikan Indonesia Jakarta : Bumi Aksara. 2011. Hlm. 53-
 60.

Page 9
                        

9
 Uitgebreid Lager Onderwijs)11 agar bisa meneruskan ke AMS (Algemene
 Middelbare School)12 dan ke Perguruan Tinggi maka Wilopo berniat untuk
 melanjutkan pendidikan sesuai saran sepupunya tersebut. Permaslahan baru
 muncul ketika orang tua angkat Wilopo tidak mampu membiayai pendidikan
 Wilopo jika harus melanjutkan ke MULO, AMS dan perguruan Tinggi, maka
 dengan bantuan paman Wilopo yitu seorang dokter Soediro dia mampu
 meneruskan keinginannya tersebut. 13
 Enam bulan lamanya dia mendapat bantuan dari dokter Soekadi, dan
 baru bulan ke tujuh ia berhasil menerima beasiswa sebanyak 20 gulden setiap
 bulannya. Pada tahun 1927 ia mulai menjadipelajar AMS-B yang ada di Jogja.
 Selepas darI AMS jogja ia melanjutkan pendidikan dengan beasiswa di THS
 (Technisceh Hoge School) di Bandung.14 Disana dia mulai menjalani hidup
 mandiri, ia belajar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
 Rumusan masalah yang kedua adalah proses terbentuknya Kabinet
 Wilopo. Penulis menggunakan buku karya Marwati Djoened Poesponegoro
 dan Nugroho Notosusanto berjudul Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman
 11 MULO dibuka tahun 1903, MULO merupakan sekolah dasar lanjutan
 dengan program yang diperluas. MULO merupakan lembaga pendidikan untuk semua bangsa di Hindia Benda pada waktu itu. Lihat S. Nasution sejarah
 Pendidikan Indonesia Jakarta : Bumi Aksara. 2011. Hlm. 122 12 AMS merupakan sekolah lanjutan MULO yang juga merupakan sekolah
 persiapan untuk perguruan tinggi. Lihat S. Nasution sejarah Pendidikan Indonesia Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 140
 13 Panitia peringatan 70 tahun Wilopo , “Wilopo 70 Tahun” , Jakarta:
 Gunung Agung ,1979, hlm. 7. 14 Ibid., hlm. 14.
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 Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998) terbitan Balai Pustaka
 Indonesia, Jakarta cetakan keempat tahun 2010. Dalam buku ini dijelaskan
 mengenai terbentuknya kabinet Wilopo, yaitu ketika terjadi krisis
 pemerintahan setelah pada tanggal 23 Februari 1952 kabinet Sukiman
 mengembalikan lagi mandatnya kepada presiden. Dengan jatuhnya kabinet
 Sukiman maka telah terhitung dalam dua tahun indonesia telah berganti
 kabinet selama dua kali. Menghadapi mudahnya kabinet dijatuhkan oleh
 parlemen, ada saran agar dibentuk zaken kabinet. Soekarno menunjuk
 menunjuk Mr. Wilopo menjadi formatur setelah Sidik Djojosukarto dan
 Prawoto Mangkusasmito, yang sebelumnya ditunjuk sebagai formatur gagal
 membentuk kabinet. Dan akhirnya pada 30 Maret wilopo mengajukan susunan
 kabinetnya dan mengusahakan suatu tim yang padu sebagai zaken kabinet.15
 Rumusan masalah yang ketiga adalah program kerja pemerintahan
 Kabinet Wilopo serta pelaksanaannya tahun 1952-1953. Program kerja
 pemerintahan Kabinet Wilopo akan dikaji dengan buku karya Drs. C. S. T.
 Kansil, S. H yang berjudul Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia
 yang diterbitkan oleh Pradnja Peremita tahun 1970. Dalam buku ini dibahas
 tentang program kerja kabinet wilopo selama menjabat pada masa Demokrasi
 Parlementer. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan
 program kerja serta kebijakan politik dalam negeri Kabinet Wilopo, penyusun
 masih menggunakan buku karya panitia peringatan 70 tahun Wilopo yang
 berjudul Wilopo 70 Tahun dalam buku ini dijelaskan bahwa tantangan telah
 15
 Marwati Djoened Poesponegoro, op., cit. hlm. 310-311.
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 muncul pada awal pemerintahan Wilopo. Setelah Wilopo memimpin
 pemerintahan timbul peristiwa-peristiwa baru yang meruncingkan suasana di
 kalangan DPR.
 Rumusan masalah yang terakhir adalah akhir dari Kabinet Wilopo.
 Akhir atau jatuhnya akan dikaji dengan menggunakan buku tulisan Bibit
 Suprapto yang berjudul Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di
 Indonesia, penerbit Ghala Indonesia, Jakarta Timur tahun 1985. Dalam buku
 ini djelaskan bahwa Jatuhnya kabinet Wilopo disebabkan oleh banyaknya
 gerakan-gerakan yang bersifat provinsialisme dan cenderung kearah
 separatism. Selain itu jatuhnya kabinet ini semakin dipercepat dengan asanya
 peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu adanya demonstrasi tentang pembubaran
 parlemen di Indonesia, hal ini dikarekana adanya gesekan antara parlemen dan
 militer. Ditambah lagi dengan keluarnya mosi Sidik Kertapati pada tanggal 23
 Mei 1953 tentang pembagian tanah konsesi di Tanjung Morawa (Sumatera
 Utara).16
 Bibit Suprapto menjelaskan dalam bukunya bahwa ada beberapa factor
 yang mendorong jatuhnya kabinet Wilopo yaitu, (a) Karena adanya keretakan
 dalam tubuh kabinet itu sendiri, (b) Karena adanya keretakan dan kekurang
 kompakan serta perselisihan antara partai-partai pendukung kabinet. Dan (c)
 Karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen atas interpelasi dari Sidik
 16
 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia.
 Jakarta: Ghala Indonesia. 1985, hlm. 149.
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 Kertapati mengenai pembagian tanah perkebunan di Tanjung Morawa. 17 Pada
 tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
 Kabinet kembali dimisioner dan Indonesia mengalami krisis pemerintahan
 lagi.18 Kabinet Wilopo hanya mampu bertahan di kursi pemerintahan hanya
 sekitar satu tahun.
 F. Historiografi yang Relevan
 Historiografi merupakan rekontruksi yang imajinatif dari pada masa
 lampau dari pada masa berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh
 proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa
 lampau.19 Berdasarkan hal tersebut penggunaan historiografi yang relevan
 sangat penting digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui
 originalitas penulisan skripsi. Penggunaan historiografi yang relevan harus
 dilakukan sebelum mengadakan penulisan skripsi hal ini bertujuan untuk
 mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi. Historiografi yang relevan
 ini bisa merujuk pada buku, disertasi, tesis, skripsi ataupun karya-karya yang
 lain yang tingkat kevalidannya dapat dipertanggung jawabkan.
 Adapun literature yang relevan dengan penulisan skripsi ini adalah,
 Skripsi karya Lusia Iskandari mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas
 Negeri Yogyakarta tahun 2004 yang berjudul Indonesia Pada Masa
 Pemerintahan Kabinet Ali I (1953-1955) Skripsi ini terdapat tujuh bab. Pada
 17
 Bibit Suprapto. Ibid., 18
 Marwati Djoened Poesponegoro, op. cit., hlm. 313. 19
 Louis Gootschalk. “understanding history”. Terj. Nugroho Notosusanto.
 Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press. 1975, hlm. 32.
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 bab tiga terdapat pembahasan mengenai jatuhnya kabinet Wilopo dan
 Pembentukan Kabinet Ali I. Pada bab ini ada kesamaan pembahasan dengan
 penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu dalam skripsi karya Lusia
 Iskandari ini juga membahas tentang terbentuk dan jatuhnya sebuah kabinet
 dalam masa demokrasi liberal, sehingga metodologi yang digunakan juga
 sama. Perbedaannya dengan penulisan skripsi ini adalah, dalam skripsi ini
 tidak hanya membahasa tentang jatuhnya kabinet Wilopo melainkan mulai
 dari sejarah singkat kehidupan pribadi Wilopo sampai terbentuk dan program
 kerja dalam negeri Kabinet Wilopo.
 Historiografi relevan yang kedua adalah skripsi karya Wawan Riyadi
 mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada tahun 2004 yang
 berjudul Hubungan Sipil Militer Selama Demokrasi Parlementer Tahun 1950-
 1959. Dalam skripsi ini banyak dibahas mengenai perkembangan politik dan
 pemerintahan kabinet-kabinet pada masa parlementer. Selain itu juga
 dijelaskan mengenai pasang surut politik dan hubungan antar partai,
 perkembangan ekonomi juga hubungan luar negeri pada masa itu. dalam
 skripsi ini tentunya juga diterangkan tentang peristiwa-peristiwa keamanan
 tentunya hubungan antara sipil dan militer yang terjadi di indonesia anatar
 tahun 1950-1959.
 Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga yang duduk di kursi
 pemerintahan pada era parlementer, tentunya dalam skripsi tersebut juga
 dijelaskan mengenai perkembangan kabinet ini. Perbedaan dengan penulisan
 skripsi ini adalah cakupan pembahasan, jika dalam skripsi Wawan Riyadi
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 membahas semua perkembangan Kabinet, dalam skripsi ini hanya
 menjelaskan perkembangan kabinet Wilopo. selain itu dalam skripsi ini juga
 tidak hanya menyoroti hubungan antara sipil-militer dan pengaruhnya
 terhadap pemerintahan, namun juga menjelaskan tentang perkembangan
 pemerintahan itu sendiri.
 G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan Penelitian
 1. Metode Penulisan
 Metode berasal dari kata method dalam bahsa Ingris atau methodos
 dalam bahsa Yunani yang artinya jalan atau cara. Metodologi atau science
 of method adalah ilmu yang membicarakan jalan.20 Sehubungan dengan
 upaya tindakan ilmiah, maka metode menyangkut pula cara kerja, yaitu
 cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu
 bersangkutan.21 Menurut Helius Sjamsudin metode ada hubungannya
 dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam
 penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-
 bahan) yang diteliti.22
 Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah kritis menurut
 teori Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, adalah
 sebagai berikut.
 20 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Jakarta: Tiara Wacana, 1994, hlm. xi. 21
 Koentjaraningrat, Metodologi Penelitian Sejarah, Jakarta: PT. Sinar
 Grafika, 1983, hlm. 16.
 22 Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah, Jogjakarta: Ombak. 2012, hlm.
 11.
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 a. Pemilihan Topik
 Pemilihan topik merupakan kegiatan awal yang dilakukan
 untuk menentukan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Topik
 yang dipilih harus merupakan topik sejarah, yaitu dapat diteliti
 sejarahnya. topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional
 dan kedekatan intelektual.23 Keduanya mencerminkan subjektivitas
 dan objektivitas yang penting dalam penelitian. Menurut Grey, dalam
 Helius Sjamsudin menjelaskan tentang dalam memilih suatu topik
 untuk penelitian maka perlu diperhatikan empat kriteria, yaitu nilai,
 keaslian, kepraktisan, dan kesatuan.24 Pemilihan topik berguna untuk
 menentukan tema sejarah yang akan digunakan sebagai judul skripsi.
 Judul yang diambil peneliti adalah “Program Kerja Pemerintahan
 Kabinet Wilopo Tahun 1952-195”.
 b. Heuristik (Pengumpulan Sumber)
 Kemampuan menemukan dan menghimpun sumber-sumber
 yang diperlukan dalam penulisan sejarah biasa dikenal sebagai tahap
 heuristik.25 Sumber atau data sejarah ada dua macam, yaitu sumber
 tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (artefact).26 Pada tahap ini
 23 Koenjaraningrat, op. cit,. hlm. 92. 24 Helius Syamsudin, op. cit., hlm. 71-72.
 25 Saefur Rochmat, Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial,
 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 147 , 26 Kuntowijoyo. op., cit., hlm. 94.
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 peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sesuai
 dengan apa yang akan diteliti dengan menggunakan studi kepustakaan.
 Sejarawan menganggap bahwa sumber-sumber asli sebagai
 sumber pertama (primary sources), sedangkan apa yang telah ditulis
 oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber
 pertama disebut (secondery sources).27 Sumber sekunder adalah
 sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku atau saksi
 peristiwa tersebut, dengan kata lain hanya tahu informasi dari
 kesaksian orang lain.28
 Sumber sekunder penulis dapatkan dari perpustakan-perpustakan
 yang ada di Yogyakarta seperti Laboratorium Sejarah, Perpustakaan
 FIS, Perpustakaan UPT UNY, Perpustakan FIB UGM, Perpustakaan
 Fisipol UGM, Library Center Yogyakarta, Perpustakaan St. Kolege
 Ignatius, perpustakaan Musium Monumen Jogja Kembali,
 perpustakaan Musium Dirgantara, perpustakaan Musium Mandala
 Bhakti Semarang dan Perpustakaan Nasional Indonesia.
 Sumber Sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun
 skripsi ini, antara lain, jurnal, artikel, majalah, dan buku-buku yang
 relevan seperti berikut.
 Bibit Suprapto, 1985, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.
 27 Helius, op., cit. hlm. 83.
 28 I Gdhe Widja, Sejarah Lokal dan Perspektif dalam Pengajaran Sejarah,
 Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 18.
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 Herbeth feith, 2009,The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point In Post Revolutionary Indonesia, New York: Cornel University Press.
 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2010,
 Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998), Jakarta: Balai Pustaka.
 panitia peringatan 70 tahun Wilopo ,1979, “Wilopo 70 Tahun” , Jakarta: Gunung Agung.
 Zulfikar Ghazali, dkk, 1998, Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan
 Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo, Jakarta : CV.
 EKA DHARMA
 Sumber primer yaitu sumber yang disampaikan oleh pelaku atau
 saksi mata. Menurut Helius Sjamsuddin sumber-sumber primer
 (sumber primer) diantaranya adalah kronik, autobiografi, memoir,
 surat kabar, publikasi umum, surat-surat pribadi, catatan harian,
 notulen rapat dan sastra.29 Sejauh ini penulis sudah menemukan
 beberapa sumber primer seperti berita-berita pada dalam koran
 Merdeka, Sinar Harapan, dan Mimbar Indonesia antara tahun 1952
 sampai dengan 1953. Penulis akan memilih berita-berita yang masuk
 dalam kategori sumber primer terkait dengan bahasan kebijakan politik
 dalam negeri Kabinet Wilopo.
 Peneliti juga mendapatkan beberapa sumber primer dari catatan
 atau tulisan dari pihak-pihak yang bersangkutan langsung dan sudah
 dibukukan, diantaranya.
 Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. 1952. Pendidikan Masyarakat dan Program Kabinet Wilopo. Jakarta
 29 Helius Sjamsuddin, op. cit., hlm. 111.
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 :Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Jawatan Pendidikan Masyarakat.
 Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Keterangan dan Jawaban Pemerintah atas Program Kabinet Wilopo.
 Wilopo S. H. 1976. Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan
 Kelemahan-Kelemahannya : ceramah tanggal 28 Januari 1976
 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Jakarta: Yayasan Idayu.
 Selain itu penulis juga menggunakan sumber primer dari Arsip
 Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan beberapa Arsip dari Musium
 Mandhala Bhakti Semarang. Arsip yang peneliti peroleh antara Lain:
 ANRI. Catatan Lengkap Upacara Timbang Terima Pemerintah dari
 Kabinet Sukiman Kepada Kabinet Wilopo pada Tanggal 3 april 1952.
 ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1952.
 ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 1952.
 ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1952. ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1953.
 ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1952.
 ANRI. Keterangan dan Djawaban Pemerintah atas Program Kabinet
 Wilopo Babak ke Dua 17 Juni 1952.ANRI. Salinan Surat
 Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Wilopo : Tembusan Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun
 1953. ANRI. Laporan tentang Rapat Tertutup Hoge Commissariat Belanda
 Tanggal 14 Desember 1952.
 ANRI. Pentraktoran Tanah-Tanah Garapan/ Perkampungan Tani beserta lampiran Tahun 1953.
 ANRI. Putusan Rapat ke-84 Kabinet Wilopo Tanggal 3 Maret 1953.
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 ANRI. Salinan Surat Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Wilopo : Tembusan Untuk Perdana Menteri Republik Indonesia Tahun 1953.
 Arsip Museum Mandala Bhakti. Surat Pengusutan Peristiwa 17
 Oktober 1952 tahun 1953.
 c. Verifikasi (Kritik Sumber)
 Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber
 pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian
 mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Hal ini
 berujuan agar penulis tidak menerima begitu saja informasi yang
 berasal dari sumber-sumber yang telah diperoleh, namun juga mampu
 menganalisis secara kritis tentang keabsahan sumber. Kritik sumber
 terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.
 1) Kritik Ekstern
 Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian
 terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Helius Sjamsudin
 menjelaskan tentang arti Kritik ekstern adalah suatu peneliti atas
 asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau
 peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang
 mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak
 asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang atau
 tidak.30 Kritik ekstern bertujuan untuk mnegetahui tingkat keaslian
 sumber.
 30 Ibid., hlm. 105.
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 2) Kritik Intern
 kritik intern merupakan kelanjutan dari kritik ekstern yakni
 untuk meneliti kebenaran isi dokumen. Setelah fakta kesaksian
 ditegakan melalui kritik eksternal, berikutnya adalah mengadakan
 evaluasi terhadap kredibilitas isi dari kesaksian tersebut.31 Kritik
 intern digunakan untuk menguji kredibilitas sumber yang
 terkumpul. Pengujian kebenaran isi data dilakukan dengan
 menghubungkan faktor-faktor yang berhubungan dalam
 pembuatannya.
 d. Interpretasi (Analisis Sumber)
 Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta sejarah yang telah
 ditemukan. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.32
 Analisis berarti menguraikan, maka dari sinilah akan ditemukan fakta
 sejarah. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, yaitu menyatukan
 hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh. Dalam proses
 interpretasi ini sangat memungkinkan adanya subyektifitas karena
 dalam tahapan ini penulis bebas untuk menafsirkan fakta-fakta yang
 telah diperoleh.
 e. Historiografi (Penulisan)
 Penulisan merupakan tahapan terakhir dalam metodologi sejarah.
 Penulisan merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah,
 31 Ibid., hlm. 112. 32 Ibid., hlm. 102.

Page 21
                        

21
 setelah melakukan pencarian sumber, kritik sumber dan penafsiran
 kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk
 tulisan. Aspek kronologi merupakan bagian yang sangat penting dalam
 penulisan sejarah. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan
 mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3)
 Simpulan.33 Pada bagian hasil penelitian akan disajikan hasil
 penelitian mengenai kebijakan politik dalam negeri Kabinet Wilopo
 tahun 1952-1953, yang dapat dipertanggung jawabkan dengan
 didukung sumber-sumber yang valid.
 2. Pendekatan Penelitian
 Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu
 pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Pendekatan politik merupakan
 pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan politik
 dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang kondisi negara,
 program kerja kabinet serta kebijakan dalam negeri Kabinet Wilopo pada
 masa demokrasi terpimpin tahun 1952-1953.
 Pendekatan politik digunakan untuk mengkaji keadaan politik
 pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer khususnya
 masa pemerintahan Wilopo. Menurut Deliar Noer Ilmu Politik
 memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam
 33 Kuntowijoyo. op. cit., hlm. 107.
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 kehidupan bersama atau masyarakat. 34 Konsep yang dibahas dalam ilmu
 politik sendiri meliputi, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan,
 kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial,
 pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.35
 Ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial manusia disebut
 sosiologi. Sosiologi sendiri menurut David Poponoe adalah ilmu tentang
 interaksi manusia dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan.36
 Pendekatan sosial dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan
 nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah seperti latar Belakang
 pendidikan, keluarga dan lingkungan tempat Wilopo tumbuh. Pendekatan
 sosiologi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggali latar
 Belakang kehidupan pribadi Wilopo.
 Ilmu Ekonomi menurut J.L. Meij adalah ilmu tentang usaha manusia
 kearah kemakmuran.37 Pendekatan ekonomi yaitu penjabaran-penjabaran
 dari konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi produksi dan
 konsumsi yang dapat menggambarkan keadaan social ekonomi Indonesia
 pada masa pemerintahan kabinet wilopo. Pendekatan-pendekatan yang
 34 Dadang Supardan. Pengantar Ilmu Sosisal : Sebuah kajian pendekatan
 structural. Jakarta : Bumi Aksara. 2011, hlm. 492. 35 Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia. 1977,
 hlm. 30. 36
 Dadang Supardan. op. cit., hlm. 69. 37
 Ibid., hlm. 366.
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 digunakan ini diharapkan mampu menggambarkan program kerja maupun
 kebijakan pemerintahan kabinet Wilopo tahun 1952-1953.
 H. Sistematika Pembahasan
 Pada penulisan skripsi bagian ini dapat berguna untuk memperoleh
 gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isi dari skripsi ini.
 Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam enam bab, setiap bab terdiri
 dari beberapa sub bab sebagai berikut.
 Pada bab pertama yaitu bab pendahuluan berisi tentang latar Belakang
 masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
 pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan
 penelitian, serta sistematika pembahasan.
 Pada bab kadua yaitu latar Belakang keluarga dan pendidikan Wilopo,
 pada bab ini dijelaskan mengenai latar Belakang keluarga dan pendidikan
 Wilopo dari mulai sekolah di HIS sampai lulus pendidikan di THS Bandung.
 Selain itu dijelaskan pula mengenai perjalanan hidup Wilopo sampai ia
 berkiprah dalam dunia politik.
 Bab ketiga yaitu proses terbentuknya kabinet Wilopo, dalam bab ini
 dipaparkan mengenai proses terbentuknya kabinet Wilopo yang diawali oleh
 dimisionernya kabinet Sukiman yang diakibatkan mosi Sunario yang
 menuntut agar semua perjanjian yang bersifat internasional harus disahkan
 oleh parlemen, hal ini ditambah dengan tuntutan PNI agar kabinet
 mengembalikan mandatnya pada presiden, akibatnya Menteri luar negeri

Page 24
                        

24
 Subarjo mengundurkan diri dari jabatannya.38 Kemudian dilanjutkan dengan
 proses pemilihan Wilopo menjadi format kabinet ketiga.
 Pada bab empat yaitu program kerja pemerintahan kabinet Wilopo
 tahun 1952-1953. Pada bab ini dijelaskan tentang program kerja kabinet
 Wilopo serta kebijakan politik dalam negeri dan pelaksanaanya. Kebijakan
 politik dalam negeri bisa dilihat dalam program-program kabinet seperti
 memperbaruhi hukum agrarian dengan kepentingan petani, menyelesaikan
 persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan
 pemilu itu dalam waktu yang singkat, mempercepat terlaksananya otonomi
 daerah, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh,
 perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, penyelesaian pertikaian
 perburuhan.
 Bab lima yaitu akhir pemerintahan kabinet Wilopo, dalam bab ini
 dipaparkan mengenai jatuhnya kabinet Wilopo sampai dimisionernya kabinet
 Wilopo. Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi yang memicu ketidak
 percayaan rakyat sehingga muncul gerakan-gerakan yang bersifat kedaerahan,
 adanya masalah interen dalam tubuh kabinet yang merembet ke tubuh
 Angkatan Darat dan memicu terjadinya peristiwa demonstrasi yang terkenal
 dengan peritiwa 17 oktober 1952, sampai adanya masalah perkebunan di
 tanjung Morawa.
 38
 Marwati Djoened Poesponegoro, op. cit., hlm 310.
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 Bab terakhir yaitu bab enam yaitu kesimpulan berisi kesimpulan dari
 seluruh pembahasan serta berisi tentang jawaban pertanyaan yang tertera pada
 rumusan masalah. Sehingga permasalahan yang ada bisa dijawab.
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